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Pemkab Gugat PT Ampuh Sejahtera

tap. Berdasarkan LHP dari BPK
itu, maka sudah terbukti siapa
~ yangsalahdansiapayangbenar.

Menurut Wardoyo, dalam LHP
tersebut, dokumen pelaksanaan
dari PT ASrancu. Salah satunya PT
AS tidak melibatkan tenaga ahli
dan mengabaikan beberapa hal
pentinglainnya dalam pembangu-
nan Pasar Ir Soekarno. Artinya,
berdasarkan LHP, manajemen PT
AS dinilai tidak benar dan menjadi

SUKOHARJO - Polemik pemba- Wi]aya,kemarm '
ngunan Pasar Ir Soekarno ber- Menurutdia, gugatan perdata.
ujung saling menggugat antara re- yangakan dilayangkan terkaitke-
kananPTAmpuhSejahtera(PTAS)  rugian pedagang selama mereka
danPemkabSukoharjo.SetelahPT - menempatipasardarurat. Sebab,
ASlebih dulusudahmelayangkan ~ berdasarkan LHP yang diterima
gugatankePengadilanNegeri(PN) ~ pemkab pada Jumat (28/2) laly,
Sukohar)o, g]l]ran pernkab yang ~ PTAS dinilai menjadi penyebab
akanmenggugatbalik. ya proyek pasar seni-
Gugatan danpemkab akan d1- laiRp24,8 miliartersebut.

" layangkan menyusul telah keluar- Disinggung mengenai nilai
nya Laporan Hasil Pemeriksaan ~ gugatan perdata yang bakal dila-
(LHP) dari Badan PemeriksaKe- ~ yangkankepada PTAS, Wardoyo
uangan (LHP). ‘LHP dariBPK$u-  belum berani membeberkannya
dah kami rapatkan dengan ins-  karena masih akan dikoordinasi-
tansi terkait. Rencananya, Pem-  kan. Bupatimengakusudahmem-
kab juga akan menggugat PTAS,”  bicarakan rencana gugatan ini
kata Bupatl Sukoharjo Wardoyo bersama Wakil Bupati Haryanto
dan Sekda Agus Santosa. Namun,  akar timbulnya polemik di Pasar Ir
dalam pembicaraanitubelumme-  Soekarno. Atas kondisiitu, PTAS
nyebut nominal gugatan. akhirnya tidak dapat menyelesai-

. Bupatimelanjutkan,LHPdari  kanproyeksesuaikontrak.

- BPK bersifat independen, mu- Sementara itu, Tim Legal PT
tlak, dan berkekuatan hukumte-  AS Yoyok Sismoyo ketika dikon-

firmasi mengatakan, pihaknya
belum dapat berkomentar ba-

nyak sebelum menerima salinan

LHP dari BPK tersebut. Namun
diamenilai rencana gugatan i

‘merupakan hak pemkab.

Menurut Yoyok, karena LHP
sudah diserahkan oleh BPK pada
pemkab dan jadi milik publik, PT
ASseharusnyajugadiberikansali-
nan LHPtersebut selakurekanan.
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